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ABSTRAK

Chatrin Nila Mutiara 1701617122. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan RI. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta, Agustus 2019.

Laporan PKL ini dibuat sebagai gambaran pekerjaan yang telah dilakukan
dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan. Selama menjalani masa PKL, praktikan memperoleh banyak
pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan instansi
pemerintah.

Praktikan melakukan tugas Mencetak dokumen dan surat dengan menggunakan
mesin printer, Menggandakan dokumen dan surat menggunakan mesin fotocopy,
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan dengan Catatan Laporan Keuangan
tingkat UAPPA-E1 periode Semester Il Tahun 2018, mencocokkan Laporan
Keuangan dengan E-Rekon tingkat UAPPA-E1 Hubungan Darat Semester 1l
Tahun 2018. Praktikan dibimbing oleh pegawai bagian umum di satuan kerja.
Meski sering mengalami kendala dalam mengerjakan tugas, PKL tetap dapat
kembali berjalan lancar. Praktikan memperoleh banyak pengetahuan dan
wawasan dari setiap kegiatan yang ditugaskan oleh pembimbing praktikan.

Katakunci: Praktik Kerja Lapangan, Biro Keuangan, Kementerian Perhubungan
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga
praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja
Lapangan yang dilaksanakan di Satuan Kerja Biro Keuangan, Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan RI Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam praktik kerja lapangan ini banyak pelajaran dan pengalaman
yang diperoleh. Berbagai kendala dapat dihadapi praktikan dalam proses
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Ungkapan terima kasih
praktikan tujukan kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan,
maupun dorongan kepada praktikan.

1. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

2. Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si selaku Koordinator Program Studi
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

3. Ati Sumiati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

4. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Praktik
Kerja Lapangan, yang telah memberikan bimbingan kepada
praktikan;

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang
telah memberi bimbingan dan semangat kepada praktikan;

6. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan BAAK Universitas Negeri

Jakarta;



7. Marta Hardisarwono, S.E., M.Si selaku Kepala Biro Keuangan
Kementerian Perhubungan RI;
8. Joko Murdyono, S.E, MBA selaku Kepala Bagian Akuntansi Biro
Keuangan Kementrian Perhubungan RI;
9. Gunawan Setio P selaku pembimbing praktikan saat melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan pada Satuan Kerja Biro Keuangan;
10.Seluruh  karyawan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan; serta
11. Teman-teman di kelas maupun luar kelas Pendidikan Akuntansi
2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta atas dukungan.
Praktikan menyadari bahwa dalam setiap hal tentu terdapat
kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan laporan yang praktikan
susun tentunya terdapat kekurangan. Praktikan mengharapkan kritik dan
saran yang membangun dalam proses penyempurnaan Laporan Praktik
Kerja Lapangan. Semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dibuat

praktikan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 23 November 2019
Penulis
Chatrin Nila Mutiara

1701617122
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PKL

Di era globalisasi saat ini tentunya menuntut semua individu harus memiliki
kompetensi berdaya jual tinggi dan unggul dalam setiap aspek, terutama dalam
bidang pekerjaan. Dalam menghadapi globalisasi diperlukan tenaga ahli yang
memiliki kualitas tinggi, baik dari segi intelektual maupun dari segi moral untuk
bisa memenangkan persaingan.

Hal ini dikarenakan dalam setiap pekerjaan seseorang harus menjaga
kapabilitasnya dalam bidang keahlian tertentu serta menjaga etika profesinya. Di
sini Universitas Negeri Jakarta selaku institusi pendidikan tinggi memiliki
kewajiban untuk membangun jiwa pemimpin masa depan, bagi setiap
mahasiswanya.

Setiap lulusan Universitas Negeri Jakarta diharapkan sudah memiliki bekal
sebelum terjun langsung ke dalam dunia kerja. Bekal tersebut dapat di peroleh
oleh setiap lulusan melalui pembelajaran, pengamatan, pengetahuan, dan wawasan
dari pembelajaran di kelas, buku, dan sumber ilmu lainnya, serta pengalaman-
pengalaman yang di rasakan, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang
lain melalui sharing pengalaman antar mahasiswa. Dengan ilmu yang sudah di
ketahui mahasiswa bisa mempraktikan ilmu tersebut secara langsung untuk
memperoleh kebenaran tentang teori-teori yang telah dipelajari.

Selain bekal teori dan praktek dari proses pembelajaran, mahasiswa juga
bisa memperoleh bekal dengan mengikuti kegiatan-kegiatan penunjang dalam

membentuk jiwa kepemimpinan dan sikap moral dengan mematuhi kode etik dari



setiap organisasi. Hal itu bisa didapat dengan cara aktif dalam organisasi kampus
maupun luar kampus yang dapat menciptakan jiwa pemimpin dalam diri setiap
mahasiswa. Karena dalam dunia kerja tentunya jiwa kepemimpinan sangat
dibutuhkan dalam menghadapi segala masalah yang terjadi.

Untuk mempersiapkan bekal bagi para mahasiswa menghadapi dunia kerja,
selain bekal-bekal yang sudah diperoleh mahasiswa dari proses pembelajaran dan
berorganisasi, Universitas Negeri Jakarta juga memiliki sarana dalam upaya
memenuhi aspek kebutuhan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nantinya.
Sarana ini bernama Praktik Kerja Lapangan atau lebih dikenal dengan sebutan
PKL. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran
secara lebih komprehensif mengenai dunia kerja. Dalam praktik kerja lapangan ini
mahasiswa bisa mengaplikasikan teori yang telah dipelajari didalam kelas pada
saat melakukan kegiatan di perusahaan sesuai dengan kebutuhan program studi
masing-masing. Program ini memberi kompetensi pada mahasiswa untuk dapat
lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia
kerja. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan mahasiswa
sebelum memasuki dunia kerja.

Praktik kerja lapangan ini dilakukan oleh setiap mahasiswa yang sudah
memenuhi persyaratan yakni telah lulus 100 sks. Praktik ini bisa dilaksanakan
secara individu maupun secara kelompok, praktikan sendiri melaksanakan
program praktik kerja lapangan ini secara kelompok bersama saudari Siti Nur
Hidayah mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2017 di Satuan Kerja Biro

Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.



B. Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dari dilaksanakannya program praktik kerja lapangan yang di
terapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta adalah:

a. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan
keterampilan mahasiswa di bidang akuntansi dalam dunia kerja.

b. Mengenal suatu bidang kerja tertentu tentang kegiatan akuntansi
pemerintah secara nyata.

c. Menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan
Laporan Praktik Kerja Lapangan.

d. Menjalin kemitraan yang baik antara Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta dengan instansi atau lembaga pemerintahan.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya program praktik kerja lapangan adalah :

a. Memperoleh wawasan, pengetahuan, pengalaman mengenai kegiatan
akuntansi di instansi pemerintahan secara nyata.

b. Memperoleh informasi mengenai masalah-masalah dalam dunia kerja dan
cara penyelesaiannya.

c. Menjadi sumber daya yang berkualits tinggi dengan kemampuan,
pengetahuan, keahlian, serta keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja
pada zaman sekarang.

d. Melatih tanggungjawab praktikan dalam menjalankan kegiatan PKL,
sehingga praktikan siap dalam menghadapi dunia kerja setelah kelulusan

nanti.



C. Manfaat PKL
Setiap program yang dilaksanakan tentunya harus ~mempunyai
kegunaan/manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam program tersebut. Berikut
adalah manfaat yang bisa didapat oleh pihak-pihak terkait dalam program PKL :
1. Bagi mahasiswa

a. Sebagai sarana untuk melatih keterampilan mahasiswa yang telah
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di kelas.

b. Sebagai kegiatan untuk mahasiswa belajar mengenal dinamika dan kondisi
nyata di dunia kerja.

c. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama
masa perkuliahan sebelumnya, guna menemukan sesuatu yang belum
pernah diperoleh dari pendidikan formal di kelas.

d. Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri pada diri mahasiswa.

e. Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa agar memiliki sikap disiplin yang
tinggi serta mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah di

berikan kepadanya.



2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ

a.

Memperoleh umpan balik dalam upaya penyempurnaan kurikulum yang
sesuai dengan kebutuhan lingkungan instansi/perusahaan serta tuntutan
pembangunan pada umunya. Dengan demikian Fakultas Ekonomi UNJ
dapat mewujudkan konsep link and match dalam upaya peningkatan
kualitas layanan kepada stakeholders.

Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk lebih
mendalami materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi
praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan).
Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan
praktikan.

Membuat hubungan baik antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan instansi
pemerintah atau pun perusahaan swasta dalam meningkatkan program

praktik kerja lapangan.

3. Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta, dan BUMN

a.

Realisasi dari misi Instansi Pemerintah/Perusahaan Swasta/BUMN sebagai
fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.

Menjalin hubungan sehat, baik, dan dinamis dengan Lembaga Perguruan
Tinggi.

Terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi

pihak-pihak yang terlibat.



D. Tempat PKL
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu instansi pemerintah,
yaitu Satuan Kerja Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia. Berikut adalah identitas lembaga tempat praktikan
melaksanaan Praktik Kerja Lapangan :
Nama Perusahaan : Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Gambir, Jakarta
Pusat 10110
Telepon - (021) 3811308, 3505006
Website - http://www.dephub.go.id
Adapun yang menjadi bahan pertimbangan praktikan dalam melaksanakan
program PKL pada kementerian tersebut, yakni sebagai langkah implementasi
ilmu selama duduk di bangku perkuliahan serta mempelajari akuntansi
pemerintahaan yang di terapkan di kementerian perhubungan, meskipun praktikan
belum mendapatkan mata kuliah akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu,
praktikan tertarik untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai proses

keuangan yang dilakukan di kementerian perhubungan.


http://www.dephub.go.id/
http://www.dephub.go.id/

E. Jadwal Waktu PKL

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Awalnya praktikan mengajukan surat ke kementerian perhubungan RI untuk
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini untuk masa 1 (satu) bulan, dari tanggal
1 agustus 2019 s.d 31 Agustus 2019. Namun, sehubungan dengan tanggal 31
Agustus 2019 adalah hari sabtu vyaitu hari libur kerja, sehingga praktikan
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019.
Lalu pada tanggal 22 Agustus s.d 23 Agustus 2019, pratikan mengajukan izin
kepada Kepala Sub Bagian Umum | karena pratikan mengikuti kegiatan PKKMB
FE UNJ 2019 selaku panitia dalam acara tersebut. Praktikan mendapatkan izin
dari Kepala Sub Bagian Umum |. Adapun rincian dalam tiap tahapan kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan
melakukan persiapan dengan membuat surat izin PKL di BAAK (Biro
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan). Surat izin tersebut dibuat dengan
cara melakukan pengajuan melalui surat pengantar yang diperoleh dari bagian
administrasi kemahasiswaan fakultas. Praktikan melakukan pengajuan tersebut
dilakukan pada bulan Juni 2019. Setelah mendapat surat izin PKL dari BAAK
selanjutnya, praktikan memberikan surat izin tersebut kepada Kepala Subbagian
Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan RI.
Pada pertengahan bulan Juli 2019, praktikan memperoleh jawaban dari pihak
Kementerian Perhubungan bahwa praktikan mendapat izin untuk melaksanakan

Praktik Kerja Lapangan di tempat tersebut.



2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu)
bulan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 s.d. 30 Agustus 2019. Sesuai
dengan peraturan pemerintah, bahwa jam kerja yang dilaksanakan pada hari
Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Khusus untuk hari Jumat, jam kerja
ditambah hingga pukul 16.30 WIB.
3. Tahap Penulisan Laporan PKL

Praktikan mulai menyusun laporan PKL terhitung mulai 1 November
2019 s.d 30 November 2019 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar
Sarjana Pendidikan (S1). Praktikan melakukan proses penulisan laporan setelah
tahap pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selesai. Praktikan menulis laporan
Praktik Kerja Lapagan ini dengan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh
dari tempat Praktik Kerja Lapangan dan melakukan pencarian data dengan
melakukan browsing di internet, daftar hadir PKL, daftar kegiatan harian serta
data lain yang dibutuhkan untuk mendukung laporan PKL.
4. Tahap Pelaporan

Setelah selesai melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan mulai
melakukan penyusunan laporan atas program tersebut yang menjadi salah satu
untuk memenuhi persyaratan mata kuliah dan syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan, di mulai sejak bulan oktober 2019.



BAB Il

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Instansi

Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang didirikan untuk
mengurusi urusan perhubungan di Indonesia, baik perhubungan darat, laut, udara
maupun perkeretaapian. Kementerian Perhubungan di bentuk pada periode awal
kemerdekaan Indonesia.

Pada awalnya, Kementerian Perhubungan bernama Departemen
Perhubungan. Perubahan nama tersebut tidak secara signifikan mengubah fungsi
dari lembaga itu sendiri. Baik Departemen Perhubungan mapun Kementerian
Perhubungan memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai pengatur tata cara
berkendara dan berlalu lintas. (Kementerian Perhubungan, 2019)

Pada awal berdirinya kementerian ini, di pimpin oleh seorang menteri yang
bernama Abikusno Tjokrosujono yang bertugas sejak 2 September 1945 s.d 14
November 1945 didalam susunan Kabinet Presidensil. Selanjutnya sejak tanggal
14 November 1945 adanya pergantian Kabinet Presidensil menjadi Kabinet
Sjahrir | yang tentunya juga melakukan perubahan dari menteri — menteri yang
memimpin kementerian dalam kabinet tersebut. Di kementerian Perhubungan
sendiri saat itu di pimpin oleh Ir. Abdoel karim sebagai Menteri Perhubungan
periode 14 November 1945 s.d 12 Maret 1946. (Kementerian Perhubungan, 2019)
Kabinet Sjahrir | berjalan hingga Kabiner Sjahrir 11l yang belangsung hingga
tahun 1947. Kabinet Sjahrir kemudian digantikan dengan Kabinet Syarifudin I

dan IlI.



Pada Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VI, yang berlaku pada 24
Maret 1956 sampai 9 April 1957, Kementerian Perhubungan memiliki program
yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan berbagai moda transportasi. Alat-alat
transportasi tersebut bagi daerah-daerah, terutama bagi daerah yang berpotensi
untuk menghasilkan berbagai bahan-bahan kebutuhan pokok. Selain itu,
Kementerian Perhubungan Indonesia saat itu juga memiliki program untuk
mengawasi serta memajukan sarana transportasi yang dimiliki Negara.
Peningkatan terus dilakukan agar pesaing yang datang tidak menjadi ancaman
bagi alat-alat transportasi yang ada di Indonesia. (Kementerian Perhubungan,
2019)

Selama Indonesia di pimpin oleh Ir. Soekarno sebelum terjadinya dekrit
presiden tanggal 5 Juli 1959 nama kabinet yang membantu Ir. Soekarno dalam
mengurus negara Indonesia sudah 18 kali mengalami perubahan sejak Indonesia
merdeka yang tentunya juga merubah susunan serta nama menteri yang meminpin
di Kementerian Perhubungan.

Setelah adanya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, struktur di Kementerian
Perhubungan terjadi perubahaan yang awalnya di pimpin oleh seorang menteri
perhubungan, saat itu di pecah menjadi 3 bagian yakni Menteri Muda
Perhubungan Darat dan Pos Telegrap & Telepon, Menteri Muda Perhubungan
Laut, serta Menteri Perhubungan Udara. Setelah dekrit presiden keluar, kabinet
Republik Indonesia di namakan Kabinet Kerja, dari Kabinet Kerja | sampai
kabinet kerja IV yang dimulai dari 10 Juli 1959 s.d 27 Agustus 1964.

Kabinet dan struktur Kementerian Perhubungan serta nama — nama menteri

yang memimpin terus terjadi perubahan selama masa pemerintahan Soeharto
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(Orde baru) 1968-1998. Kementerian Perhubungan Indonesia semakin
berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pada masa Kabinet Pembangunan IV yang
berlangsung dari tanggal 19 Maret 1983 sampai Maret 1988, Kementerian
Perhubungan mulai mempunyai beberapa direktorat. Pembagian direktorat
tersebut dibedakan atas jenis alat transportasi, yaitu Direktorat Perhubungan
Darat, Direktorat Perhubungan Laut, dan Direktorat Perhubungan Udara.
(Kementerian Perhubungan, 2019)

Pembagian direktorat dalam lembaga milik pemerintah ini ditujukan untuk
mempermudah kinerja. Kementerian Perhubungan pun menjadi sebuah lembaga
yang membawahi beberapa direktorat. Direktorat itu sendiri kemudian
membawahi beberapa kanwil yang tersebar di provinsi-provinsi yang ada di
Indonesia.

Sejak reformasi perubahan nama kabinet biasanya mengikuti pergantian
presiden, sehingga perubahan menteri di Kementerian Perhubungan sejak
terjadinya reformasi tidak terlalu banyak perubahaan. Pada pemerintahan yang
dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dengan kabinetnya bernama Kabinet Kerja.
Pada tanggal 27 Juli 2016, Menteri Perhubungan dipimpin oleh Budi Karya
Sumadi yang ditunjuk oleh Presiden RI. Nama-nama menteri perhubungan serta
nama kabinetnya tertera dalam lampiran 1.

Kementerian Perhubungan mempunyai visi dan misi tersendiri dalam
menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan agar kemajuan perusahaan lebih terarah
dengan benar. Selain itu, Kementerian Perhubungan RI memiliki lambang dan

logo.
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1. Visi dan Misi

a. Visi

1) Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal

2) Memiliki daya saing dengan alat-alat transportasi yang datang dari luar

3) Memberikan nilai tambah pada setiap pelayanannya

b. Misi

1) Mempertahankan jasa pelayanan berupa sarana dan prasarana

2) Melaksanakan kerja sama melalui restrukturisasi dan pembenahan sarana dan
prasarana perhubungan

3) Meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia untuk
menggunakan berbagai jasa transportasi yang ada di Indonesia

4) Meningkatkan pelayanan jasa bagi para penggunanya

2. Lambang dan Logo Perusahaan

a. Lambang Kementerian Perhubungan RI

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai
pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan
pengejawantahan keluhuran misi Kementerian Perhubungan dalam keikutsertaan

mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. (Kementerian Perhubungan, 2019)

Gambar I1.A.1. Lambang Kementerian Perhubungan RI

Sumber:_http://dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan
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Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian

Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan,

kekompakan, dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban

Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara.

Unsur lambang tersebut terdiri dari :

a.

b.

Sayap tujuh helai disebelah kiri dan tujuh helai di sebelah kanan

Jangkar yang menyatu dengan sayap dan ekor

Bola dunia warna biru dengan garis-garis warna emas yang menyatu dengan
roda gigi sebanyak 12 buah warna emas dan 12 buah warna biru

Ekor warna emas lima helai

Padi 45 butir dan kapas 17 buah seluruhnya berwarna emas yang tangkainya
diikat dengan pita warna emas berbentuk angka delapan

Seloka "Wahana Manghayu Warga Pertiwi" diletakkan di dalam jangkar
warna biru

Pita warna emas dan biru diletakkan dibawah lingkaran warna mas dengan

tulisan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Arti unsur-unsur pada lambang ialah :

a.

Burung merupakan simbolis sarana tercepat untuk mencapai sasaran dan
jangkauan perhubungan juga melambangkan Perhubungan Udara

Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan missi
perhubungan dapat menjangkau Kepulauan Nusantara maupun seluruh dunia
dengan tabah dan tenang sekaligus melambangkan Perhubungan Laut

Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi Perhubungan melayani jasa

Perhubungan ke seluruh penjuru dunia
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d. Padi dan kapas berarti sandang dan pangan yang merupakan cita-cita Bangsa
Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur

e. Roda bergigi 24 terdiri dari 12 warna emas dan 12 warna biru perlambang
aparatur perhubungan menjalankan tugas selama 24 jam terus menerus
sekaligus melambangkan Perhubungan Darat

f. Lingkaran luar warna emas perlambang keseluruhan aparatur Kementerian
berfungsi dalam kesatuan sistem Perhubungan Nasional

g. Pita pengikat padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran dua
hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Makna unsur-unsur pada lambang ialah :

a. Tujuh helai sayap Kiri dan kanan bermaknakan Sapta Prasetya KORPRI

b. 24 jam gigi roda bermaknakan aparatur perhubungan menjalankan tugasnya
selama 24 jam terus menerus melayani masyarakat

c. Lima helai ekor bernamakan 5 Citra manusia Perhubungan yaitu :
1) Citra untuk mampu memelihara ketertiban dan kebersihan di segala bidang
2) Mampu membudayakan tepat waktu dalam pemberian jasa perhubungan
3) Mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat

pengguna jasa perhubungan
4) Mampu bertindak gesit tidak berlaku lamban
5) Peka terhadap keluhan masyarakat namun tetap memancarkan kepribadian
yang ramah

6) 45 butir padi 17 buah kapas yang diikat oleh simpul pita berbentuk angka

bermakna tanggal, bulan dan tahun proklamasi RI yaitu 17 Agustus 1945
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7) Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang melambangkan suasana
kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani
dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning
emas melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta.
b. Logo Perhubungan

Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang
menggambarkan keluarga besar Perhubungan. Logo terdiri dari bentuk lingkaran
mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi.
(Kementerian Perhubungan, 2019)

V7T
Aamd

N 4

Gambar I1.A.2. Logo Perhubungan

Sumber:_http://dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan

Arti dari unsur Logo ialah :

a. Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat

b. Jangkar berarti matra Perhubungan Laut

c. Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara

d. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan

e. Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian

dan kuning berarti keagungan.
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B. Struktur Organisasi

1.Bidang Teknologi, Lingkungan dan
Energi Perhubungan;
2.Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi MENTERI PERHUBUNGAN

Perhubungan;

3 Bldan! Logistik,
Keselamatan Perhubungan; dan
4. Bidang Eronomi Kmem dan INSPEKTORAT SEKRETARIAT
Kemitraan Perhubungan. JENDERAL JENDERAL
T
1
:
ANDAN | |BADAN PENGEMBANGAN BADAN PENGELOLA
DIREKTORAT JENDERAL | DIREKTORAT JENDERAL | [ DiREKTORAT JENDERAL| | [ DIREKTORAT JENDERAL| | BADAR FER ELEADAN | 18 e || apOuTaS
PERHUBUNGANDARAT || PERHUBUNGANLAUT || PERHUBUNGANUDARA |[ |  PERKERETAAPIAN KUl Al il
r H
: K
PUSAT TEKNOLOGI PUSAT FASILITASI
INFORMASI DAN PUSAT PENGELOLAAN KEMITRAANDAN
KOMUNIKASI TRANSPORTAS! KELEMBAGAAN
BERKELANJUTAN
PERHUBUNGAN INTERNASIONAL

Gambar 11.B.1. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan

Sumber:_http://dephub.go.id/struktur-organisasi/kementerian-perhubungan

1. Kementerian Perhubungan

Kementrian perhubungan memiliki tugasnya menyelenggarakan urusan
dibidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara di bantu oleh beberapa staf ahli di
bidang perhubungan dan Wakil Menteri Perhubungan.

2. Sekretariat Jenderal

SEKRETARIAT
JENDERAL
BIRO LAYANAN BIRO KOMUNIKASI
BIRO PERENCANAAN Eg‘gﬁ;ﬁﬁg:" BIRO KEUANGAN BIRO HUKUM PENGADAAN DAN BIRO UMUM DAN INFORMASI
PENGELOLAAN BMN PUBLIK

Gambar 11.B.2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sumber:_http://dephub.go.id/struktur-organisasi/kementerian-perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2010

BAB IV Pasal 8 bahwa Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan
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yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

g.

Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan

Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perhubungan
Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan
dokumentasi Kementerian Perhubungan

Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan
hubungan masyarakat

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugas

dibantu oleh:

1.

Kepala Biro Perencanaan

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Kepala Biro Keuangan

Kepala Biro Hukum

Kepala Biro Umum

Kepala Pusat Data dan Informasi
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7. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi

8. Kepala Pusat Komunikasi Publik

9. Ketua Makamah Pelayaran

Tugas Pokok : Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan

administrasi di lingkungan Departemen Perhubungan.

Fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen
Perhubungan yang meliputi  perencanaan, pengorganisasian dan
ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta hubungan antar lembaga
masyarakat

Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan
Departemen Perhubungan

Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola
dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan/perlengkapan
di lingkungan Departemen Perhubungan

Kerjasama luar negeri dalam arti memberikan pelayanan teknis dan
administrasi dalam bidang kerjasama dan bantuan luar negeri sesuai tugas
Departemen Perhubungan

Hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga
resmi dan masyarakat

Koordinasi  penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang undangan yang
menyangkut tugas Departemen Perhubungan

Keamanan dan ketertiban di lingkungan Departemen Perhubungan
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3. Biro Keuangan

BIRO KEUANGAN

1

BAGIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN

BAGIAN AKUNTANSIH

BAGIAN PERBENDAHARAAN

BAGIAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK

— ]

N

I |

SUBBAGIAN ANGGARAN
- TRANSPORTAS| DARAT
DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN AKUNTANS|
— TRANSPORTAS! DARAT
DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
TRANSPORTASI

] DARAT, PERKERETAAPIAN DAN

TATAUSAHA BIRO

SUBBAGIAN PNBP
TRANSPORTAS| DARAT
DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN ANGGARAN
TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN AKUNTANSI
TRANSPORTASI LAUT

|__| SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN PNBP
TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN ANGGARAN
= TRANSPORTASI UDARA
DAN PENUNJANG

DAN PENUNJANG

SUBBAGIAN AKUNTANSI
St TRANSPORTASI UDARA

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
— TRANSP

ORTASI
UDARA DAN PENUNJANG

UDARA DAN PENUNJANG

Gambar 11.B.3. Struktur Organisasi Biro Keuangan

Sumber:_http://dephub.go.id/struktur-organisasi/kementerian-perhubungan
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2010
Pasal 50 bahwa Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

pembinaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan penyusunan dokumen dan administrasi pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja Kementerian Perhubungan

2) Penyiapan pelaksanaan revisi anggaran pendapatan dan belanja Kementerian

Perhubungan

3) Penyiapan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan serta pembinaan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Perhubungan
4) Penyiapan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan

keuangan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta implementasi
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Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) anggaran pendapatan dan belanja
negara di lingkungan Kementerian Perhubungan

5) Penyiapan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA, Neraca dan
CaLK) serta penyusunan Laporan SIMAK-BMN di lingkungan Kementerian
Perhubungan

6) Penyiapan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta penyusunan laporan
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kementerian
Perhubungan

7) Penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara serta penyiapan
penetapan pengelola anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan

8) Penyiapan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan
serta pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan
Kementerian Perhubungan

9) Penyiapan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan unsur pengawasan

10) Penyiapan pertimbangan penyelesaian masalah dan proses tindak lanjut
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan
Kementerian Perhubungan

11) Penyiapan usulan penetapan, evaluasi, pembinaan dan pemantauan
pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian
Perhubungan

12) Penyiapan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara meliputi antara lain

pengelolaan pengadaan barang/jasa, inventarisasi dan penilaian, penggunaan
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dan penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan
penatausahaan di lingkungan Kementerian Perhubungan
13) Koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan tugas / kegiatan Unit
Akuntansi Pengguna Anggaran dan Barang (UAPA/B) di lingkungan
Kementerian Perhubungan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Biro.
1) Bagian Pelaksanaan Anggaran
Bagian pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan
pembinaan, dan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja, pengelolaan administrasi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja, revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penilaian,
dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di
lingkungan Departemen Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan /
operasional anggaran pendapatan dan belanja
2) Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
3) Penyiapan bahan penyusunan revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja
termasuk pinjaman/hibah luar negeri
4) Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
Bagian pelaksanaan Anggaran, terdiri dari : Subbagian Anggaran
Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Subbagian Anggaran Transportasi Laut,
Subbagian Anggaran Transportasi Udara dan Penunjang. Masing-masing

Subbagian mempunyai tugas :
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1)

2)

3)

Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan perkeretaapian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyusunan petunjuk
pelaksanaan/operasional anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan revisi
rencana anggaran dan belanja termasuk pinjaman/hibah luar negeri,
pemantauan dan pelaporan pelaksanan anggaran pendapatan dan belanja pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, serta penyiapan bahan koordinasi laporan belanja pegawai dan
belanja barang.

Subbagian Anggaran Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan terknis dan penyusunan petunjuk pelaksanaan
atau operasional anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan revisi rencana
anggaran dan belanja termasuk pinjaman /hibah luar negeri, pemantauan dan
pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat
Jendral Perhubungan Laut Serta penyiapan bahan koordinasi laporan belanja
modal.

Subbagian Anggaran Transportarsi Udara dan Penunjang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyusunan petunjuk
pelaksanaan /operasional anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan revisi
rencana anggaran dan belanja termasuk pinjaman/hibah luar negeri,
pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada
Direktorat Jenderal  Perhubungsan Udara dan Penunjang serta penyiapan

bahan koordinasi laporan pinjaman luar negeri.
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5) Bagian Akuntansi

KEPALA BAGIAN
AKUNTANS|
SEKERTARIS
BAGIAN  |m
AKUNTANSI
l -
KEPALA SUB BAGIAN P REPALA SUB BAGIAN
AKUNTANGSI NG A POTA AKUNTANSI
TRANSPORTASI el TRANSPORTASI
DARAT DAN DARAT DAN
PERKERETAAPIAN LAUT PENUNJANG

Gambar 11.B.4. Struktur Organisasi Bagian Akuntansi

Sumber:_http://dephub.go.id/struktur-organisasi/kementerian-perhubungan

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan urusan
pembukuan, serta penyusunan bahan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja (LRA) dan penyusunan bahan laporan pertanggumgjawaban anggaran
pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan. Dalam
melaksanakan ~ tugas  sebagaimana  dimaksud, Bagian Akuntansi
menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan di
lingkungan Departemen Perhubungan

2) Penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan pelaporan serta
pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan

Departemen Perhubungan
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3)

Penyiapan bahan pelaksanaan sistem  akuntansi pemerintahan untuk
anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan.

Bagian Akuntansi, terdiri dari: Subbagian Verifikasi dan Pembukuan

Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Subbagian Verifikasi dan Pembukuan

Transportasi Laut, Subbagian Verifikasi dan Pembukuan transportasi Udara dan

Penunjang. Masing-masing Subbagian mempunyai tugas :

1)

2)

3)

Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat dan Perkeretaapian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen dan
penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak
lanjut hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan
pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja,
penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk anggaran
pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan Verifikasi dokumen dan penilaian realisasi
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan pelaporan
serta pertanggungjawaban angaran pendapatan dan belanja, penyiapan bahan
pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk anggaran pendapatan dan
belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Subbagian verifikasi dan Pembukuan Tranportasi Udara dan Penunjang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen dan

penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak

24



lanjuk hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan
pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja,
penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk anggaran
pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubumgan Udara dan
Penunjang.
4) Bagian Perbendaharaan
Bagian Perbendaharaan mempnnyai tugas melaksanakan penyiapan dan
pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan di lingkungan Departemen
Perhubungan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan keuangan
2) Penyiapan bahan penetapan pengelola anggaran
3) Pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan
4) Penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Departemen
Perhubungan
Pelaksanaan wurusan tata usaha dan rumah tangga biro Bagian
Perbendaharaan, terdiri dari : Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan
Perkeretaapian, Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut, Subbagian
Perbendaharan Transportasi Udara dan Penunjang dan Tata Usaha Biro. Masing-
masing Subbagian mempunyai tugas :
1) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan
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2)

3)

penatausahaan keuangan, penetapan pengelola anggaran, pemantauan laporan
hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pertimbangan penyelesaian masalah
dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, serta penyiapan koordinasi penyusunan pengelola anggaran di
lingkungan Departemen Perhubungan

Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan,
penetapan pengelola anggaran, pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur
pengawasan, pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut serta penyiapan koordinasi penyelesaian laporan hasil
pemeriksaan (LHP) di lingkungan Departemen Perhubungan

Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan Penunjang dan Tata Usaha
Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan
perbendaharaan dan penatausahaan keuangan, penetapan pengelola anggaran,
pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pertimbangan
penyelesaian masalah dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan
Penunjang, serta penyiapan koordinasi penyelesaian laporan tuntutan
perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) di lingkungan
Departemen Perhubungan, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah

tangga Biro.
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C. Kegiatan Umum Instansi

Biro Keuangan merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah
naungan Sekertariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Didalamnya terdapat empat bagian penting yang saling bekerja sama, yaitu
Bagian Pelaksanaan Anggaran (Bagian 1), Bagian Akuntansi (Bagian Il), dan
Bagian Perbendaharaan (Bagian IllI). Dalam kesehariannya, Biro Keuangan
mempunyai kegiatan umum. Kegiatan umum tersebut dibagi menjadi tiga tahap,

yaitu tahap permintaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

4 N\
Permintaan Pembuatan Pengajuan ke Biro
Pengadaan Barang Anggaran Pengadaan Perencanaan
dan Modal Barang dan Modal
N ; y,
4 N\
Pengajuan ke
POK DIPA Kementerian
Keuangan
J

—¥

Pelaksanaan:
Realisasi atas
Pengadaan Barang
dan Modal

Gambar I1.C.1. Tahapan Pengadaan Barang dan Modal

Sumber:http://ppid.dephub.go.id/index.php?page=viewdmdocuments&categori=Informasi-Berkala

Tahap pertama, semua bagian di Biro Keuangan membuat perencanaan
anggaran pengadaan barang dan modal. Semua perencanaan anggaran tersebut
kemudian diserahkan ke bagian Satuan Kerja (SATKER) untuk disusun dan di
cek kebenarannya. Perencanaan anggaran yang diajukan oleh masing-masing

bagian mengacu pada anggaran tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan
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kebutuhan. Kemudian SATKER akan mengajukan perencanaan anggaran ke Biro
Perencanaan melalui rapat. Dalam rapat tersebut akan diperoleh hasil berupa
persetujuan perencanaan anggaran. Hasil yang telah disetujui oleh Biro
Perencanaan akan diajukan ke Kementerin Keuangan agar pihak Kementerian
Perhubungan mendapatkan DIPA. DIPA merupakan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran yang mana didalamnya terdapat poin-poin penting mengenai anggaran
yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. DIPA memiliki tiga kode, yaitu
kode 51 untuk belanja gaji, kode 52 untuk belanja barang, dan kode 53 untuk
belanja modal. Khusus untuk Biro Keuangan, kode yang berlaku hanya dua, yaitu
kode 52 dan kode 53. DIPA yang telah diturunkan oleh Kementerian Keuangan
untuk selanjutnya akan diuraikan dalam POK (Petunjuk Operasional Kesatuan).
(Nordiawan & Deddi, 2007)

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh perencanaan
anggaran yang telah disetujui dapat direalisasikan oleh masing — masing bagian di
Biro Keuangan. Perealisasian rencana anggaran tersebut dapat berupa pembelian
Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan perjalanan dinas (dinas fullboard atau dinas
biasa ke luar kota), dan lain-lain. Untuk memenuhi semua anngaran tersebut,
setiap bagian dapat menggunakan Uang Persediaan (UP) yang dimiliki oleh Biro
Keuangan. Uang tersebut dapat diajukan oleh masing-masing bagian kepada
bendahara biro.

Tahap selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban. Dikatakan penting
karena pada tahap ini Uang Pesediaan (UP) biro akan diisi kembali. Masing-
masing bagian di Biro Keuangan harus membuat laporan pertanggungjawaban

disertai dengan bukti-bukti transaksi atas seluruh pembelian dari kegiatan yang
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telah dilakukan. Melalui data dukung tersebut, SATKER akan membuat Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat
Pertanggungjawaban Belanja (SPTB), dan Alat Data Komunikasi SPM (ADK
SPM). Data yang sudah dibuat kemudian akan diajukan ke KPPN. Akan tetapi,
data yang diajukan hanya SPM dan ADK SPM. Data lainnya hanya akan
digunakan jika ada pemeriksaan. Setelah diajukan, KPPN akan mengeluarkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D dibagi kedalam dua jenis, yaitu
Langsung dan Ganti Uang Persediaan (GUP). Pada SP2D Langsung, Kementerian
Perhubungan tidak akan melakukan pembayaran secara langsung. Pembayaran
akan dilakukan secara langsung oleh KPPN kepada pihak yang bersangkutan
disertai dengan bukti pembelian. Sedangkan pada SP2D GUP (Ganti Uang
Persediaan), pembayaran akan dilakukan oleh KPPN dalam bentuk penggantian
uang persediaan. Penggantian Uang Pesediaan (UP) tersebut dapat dilakukan
apabila uang persediaan yang digunakan sudah mencapai angka lebih dari 50%
dari nilai tetap uang persediaan. Setelah dikeluarkannya SP2D oleh KPPN, uang
akan diturunkan ke Bank Persepsi KPPN dari Bank Kementerian. Untuk
selanjutnya, uang akan masuk ke Bendahara Umum Negara (BUN). Dari BUN,
uang akan diturunkan ke Bendahara Biro Keuangan Sekertariat Jenderal

Kementerian Perhubungan.
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BAB IlI

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Bidang Kerja

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapngan (PKL), praktikan ditempatkan
dibagian Akuntansi Biro Keuangan Kementerian Perhubungan RI. Biro ini
memiliki tiga bagian penting yang saling berkesinambungan, yaitu bagian
pelaksanaan anggaran, bagian akuntansi, dan bagian perbendaharaan. Bagian
Akuntansi bergerak di bidang pencatatan dan pembuatan keuangan persemester
maupun pertahun pada Kementrian Perhubungan RI.

Praktikan diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu
pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi yang telah di pelajari di bangku
perkuliahan. Praktikan juga ditempa dan dilatih sikap tanggung jawab untuk
menumbuhkan rasa kedisiplinan dalam diri praktikan, serta mampu bekerja secara
kreatif, inovatif, dan terampil pada Praktik Kerja Lapangan di Kementerian
Perhubungan RI. Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan
praktikan selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :
1. Mencetak dokumen dan surat dengan menggunakan mesin printer
2. Melakukan Penggandaan dokumen perusahaan menggunakan mesin fotocopy
3. Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan dengan Catatan Laporan

Keuangan tingkat UAPPA-E1 periode Semester Il Tahun 2018
4. Melakukan penyocokkan Laporan Keuangan dengan E-Rekon tingkat

UAPPA-E1 periode Semester Il Tahun 2018
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B. Pelaksanaan Kerja

1. Mencetak dokumen dan surat dengan menggunakan mesin printer
Kegiatan ini dilakukan ketika praktikan ditugaskan untuk membantu

mencetak surat perjalanan dinas, dokumen laporan keuangan, dan surat undangan

untuk menghadiri rapat. Setelah pembuatan surat dan dokumen selesai, praktikan

mencetak surat dan dokumen dengan menggunakan mesin printer yaitu:

1) Setelah praktikan memastikan surat dan dokumen yang telah dibuat selesai,
kemudian praktikan memastikan kertas yang berada di printer, sesuai dengan
ukuran kertas yang ingin di cetak.

2) Kemudian praktikan memastikan bahwa mesin printer menyala.

3) Lalu, praktikan mengklik tombol print pada miscrosoft lembar kerja. Setelah
semuanya diatur sesuai dengan ketentuan, kemudian tekan tombol “OK”.

4) Tahap terakhir, praktikan menunggu beberapa detik hingga hasil print keluar.

2. Menggandakan dokumen perusahaan menggunakan mesin fotocopy
Kegiatan ini dilakukan saat praktikan menggandakan berita acara

,rekonsiliasi, dan dokumen bar. Tujuan dari penggandaan dokumen tersebut untuk

dijadikan arsip, agar ketika dibutuhkan sebagai bukti dokumen tersebut ada dan

tersedia. Langkah-langkah praktikan dalam menggandakan dokumen dengan

menggunakan mesin fotocopy, yaitu :

1) Praktikan memastikan mesin fotocopy dalam keadaan menyala, lalu

menyiapkan dokumen yang akan digandakan.
2) Selanjutnya, praktikan meletakkan kertas dokumen dan mengatur tata letak

dokumen di atas mesin fotocopy.
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3) Kemudian, praktikan mengatur ukuran kertas yang diinginkan serta berapa
banyak dokumen tersebut akan digandakan pada mesin fotocopy.

4) Jika sudah siap, praktikan menekan tombol copy.

5) Praktikan menunggu beberapa detik, hingga hasil penggandaan dokumen
keluar.

6) Setelah itu praktikan memeriksa apakah sudah sesuai dengan hasil yang

diharapkan.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan dengan Catatan

Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 periode Semester 11 Tahun 2018
Berikut merupakan langkah-langkah praktikan dalam melakukan
pemeriksaan Laporan Keuangan dengan Catatan Laporan Keuangan:

1) Pertama praktikan membuka Laporan Keuangan dan memeriksa
perhitungannya tidak terjadi kesalahan.

2) Lalu setelah sudah diperiksa, praktikan melihat Catatan Laporan Keuangan
yang berkaitan dengan Laporan Keuangan. Menyamakan data dan angka yang
tertera.

3) Jika terjadi kesalahan, praktikan menandai dengan pensil terlebih dahulu dan
menandai halaman yang salah dengan sticky note.

4) Setelah menemukan beberapa kesalahan perhitungan dan perbedaan pada
Catatan Laporan Keuangan, pratikan memberitahukan kepada Kepala Sub

Bagian yang bersangkutan.
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4. Mencocokkan terhadap Laporan Keuangan dengan E-Rekon tingkat

UAPPA-E1 periode Semester Il Tahun 2018
Penyocokkan laporan keuangan dengan E-Rekon ini dilakukan untuk
memeriksa data laporan keuangan dari satuan kerja dengan E-Rekon. Prosedur

yang dilakukan dalam penyocokkan memeriksa laporan keuangan dengan E-

Rekon adalah:

1) Direktorat Jenderal menerima LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dalam
bentuk ADK (Arsip Data Komputer) yang dikirim oleh Satuan Kerja.

2) Kepala Sub bagian mencetak arsip data Laporan Keuangan.

3) Mengakses aplikasi E-Rekon-LK untuk membuka LRA (Laporan Realisasi
Anggaran) Satuan Kerja yang telah dicatat oleh KPPN (Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.

4) Praktikan memeriksa dan menyamakan LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
yang dikirim dari Satuan Kerja ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

dengan yang ada di aplikasi E-Rekon-LK.
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C. Kendala Yang Dihadapi
Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di Biro Keuangan bagian

Akuntansi Kementerian Perhubungan RI, praktikan berusaha mengerjakan

pekerjaan dengan baik yakni pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil

yang memuaskan. Namun dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami
beberapa kendala yang mengganggu kelancaran dalam mengerjakan pekerjaan.

1. Ketelitian dalam mengoreksi data dari ADK (Arsip Data Komputer) satker
dan data dari Kementerian Keuangan yang mengggunakan aplikasi E-Rekon-
LK.

2. Kesulitan dengan bidang perkerjaan karena kurang memadainya sarana dan
prasarana.

3. Pekerjaan sering terhambat karena adanya perbedaan antara Laporan
Keuangan dengan Catatan Laporan Keuangan.

4. Kesulitan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan karena belum adanya buku
panduan atau prosedur kerja untuk praktikan.

5. Tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) untuk pemagang
sehingga tidak adanya kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh

pratikum.
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D. Cara Mengatasi Kendala
Atas berbagai kendala yang dihadapi oleh praktikan selama masa Praktik

Kerja Lapangan (PKL), praktikan terus berupaya untuk terus meminimalisir

kesalahan agar kualitas kinerja praktikan semakin meningkat. Berikut adalah

upaya yang dilakukan oleh praktikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi:

1. Dalam mengatasi masalah kurang lengkapnya data yang diterima oleh
praktikan dari bendahara pengeluaran, praktikan mengatasinya dengan cara
bertanya kepada bendahara pengeluaran apakah data-data yang kurang masih
ada dibendahara umum atau hilang. Jika masih ada dibendahara umum,
praktikan menunggu sampai berkas tersebut selesai diperiksa oleh bendahara
pengeluaran, jika hilang praktikan diminta untuk mengeprint kembali data
yang hilang tersebut. (Nordiawan & Deddi, 2007)

2. Lebih teliti dan cermat dalam mengerjakan tugas. Mengingat akun-akun dalam
laporan keuangan yang sering digunakan dalam melakukan pekerjaan.

3. Ruangan yang sempit dan banyaknya barang-barang yang berantakan sempat
membuat mobilitas praktikan terganggu. Untuk mengatasi masalah ini,
praktikan mengusulkan untuk merapihkan barang-barang yang berantakan dan
memidahkan barang-barang yang tidak digunakan agar ruang kerja menjadi
lebih rapih dan lebih leluasa dalam mobilitas praktikan dan pegawai pada Biro
Keuangan Kementerian Perhubungan lainnya. (Adininggar & Wafa, 2016).

4. Adanya SOP untuk para pemagang atau mahasiswa yang sedang melalukan
Praktik Kerja Lapangan agar pemagang mengetahui dan memiliki pedoman

dalam melakukan pekerjaan. (Adininggar & Wafa, 2016)
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BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana yang diberikan
perguruan tinggi sebagai langkah mempersiapkan calon lulusan siap terjun ke
dunia kerja. Memiliki bobot sebanyak 2 (dua) SKS, program Praktik Kerja
Lapangan dilakukan selama 1 (satu) bulan oleh mahasiswa berjenjang Sarjana.

Praktik Kerja Lapangan merupakan Kegiatan dalam pengimplementasian
ilmu yang telah di dapat dari kegiatan belajar di bangku perkuliahan. Selain itu
PKL juga bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bekerja bagi
praktikan untuk bekal masa yang akan datang.

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Kementrian
Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat
No.8 Gambir, Jakarta dilaksanakan selama 20 hari yakni sejak tanggal 1 Agustus s.d
30 Agustus 2019 dengan 5 (lima) hari kerja yaitu Senin sampai Jumat pukul 08.00 s.d
16.00 WIB ditempatkan di Bagian Akuntansi.

Selama menjalani masa PKL tersebut, praktikan memperoleh banyak
pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan instansi
pemerintah. Terutama dalam kegiatan harian praktikan, yaitu Mencetak dokumen dan
surat dengan menggunakan mesin printer, Menggandakan dokumen menggunakan
mesin fotocopy, melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan dengan Catatan Laporan

Keuangan, menyocokkan Laporan Keuangan dengan E-Rekon.
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B. Saran

Dari pelaksanaan PKL yang telah dijalani, praktikan memiliki beberapa
saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang terkait dalam program
tersebut.
1. Bagi Mahasiswa, yakni:

a) Mencari dan menemukan tempat PKL yang sesuai dengan kebutuhan
program studi bahkan konsentrasi masing-masing agar dapat mempelajari
secara lebih jelas mengenai teori yang telah diperoleh di bangku
perkuliahan;

b) Mempersiapkan diri sebelum melaksanakan program PKL dengan mengurus
segala keperluan administratif;

c) Menaati setiap tata tertib dan aturan yang diberlakukan perusahaan; serta

d) Melaksanakan setiap tugas yang diberikan perusahaan dengan penuh
tanggung jawab dan disiplin tinggi.

2. Bagi perguruan tinggi, yakni:

a) Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga,
maupun perusahaan yang berpotensi;

b) Mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang akan
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan; serta

¢) Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya

pada tahap persiapan PKL.
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3. Bagi perusahaan, yakni:

a)

b)

d)

Menyediakan SOP dan buku panduan bagi para pemagang atau mahasiswa
yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan;

Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang jalannya kegiatan
Praktik Kerja Lapangan;

Meningkatkan nilai integritas baik pada sesama karyawan, satuan kerja
perusahaan, lingkungan, serta masyarakat sekitar perusahaan; serta

Menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan perusahaan, baik pada jam

kerja maupun di luar jam kerja.

38



DAFTAR PUSTAKA

Nordiawan, & Deddi. (2007). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.

Kementerian Perhubungan. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia No. PM 189 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan. Jakarta.

FE UNJ. (2012). Pedoman Praktek Kerja Lapangan. Jakarta.

Adininggar, D. A.,, & Wafa, A. (2016). Analisis Permasalahan Pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Negeri Malang. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 1.

Kementerian Perhubungan. (2019, Desember 5). Lambang dan Logo. Retrieved
from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia:
http://dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan

Kementerian Perhubungan. (2019, Desember 5). Sejarah. Retrieved from
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia:
http://dephub.go.id/post/read/sejarah

Kementerian Perhubungan. (2019, Desember 5). Struktur Organisasi. Retrieved
from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia:
http://dephub.go.id/struktur-organisasi/kementerian-perhubungan

39



Lampiran 1 Surat Permohonan Pelaksanaan PKL

KEMENTERIAN RISET. TERN WOGE DAN PENDIDIK AN TINGGH
UNIVERSITAS NEGERIJAKARTA ‘ 4
AHASISWAAN DAN HUBL NGAS MASYARARAT -

BIRO AKADEMIN KEM
K ampus | nrverites Seoger lakarts
1 dekarn 132

: I Rawumangss Muka (edung \drunotras 1
Telp (021 4TI0R1 UZh v iens cmal Dakbom shadommeh s & o

o

e

Nomor T027/UN39 12/KM2019

Lamp | lembar
Hal Permohonan lzin Prakiek Kena Lapangan Kelompok

Kepada Yth
Kepala HRD Kementena

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8,

n Perhubungan
Jakarta Pusat 10110

ohe Laan Baper Tt
Sehubungan dengan adanya tugas salah satu mata kuliah dengan i kami mOROE hovedonh Bpe
untuk dapat menerima mahasiswa Universitas Negen Jakarta

Program Studi . Pendidikan Ekonomi

Fakultas ¢ Ekonomi

Jenjang + $1

Sebanyak : 2 Mahastswa (Sitl Nur Hidayah. dik) Daftar nams terlampis

Dalam Rangka . Memenuhi Tugas Mats Kuliah ~praktek Kerja Lapangan’ peda tanggal
Agustus 2019 sampa: dengan tanggal 3! Agustus 2019

No Telp/Hp : 081204088280

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan tenma kasih

Tombusan ! 198510 2 001

konomi

1. Dekan Fakultas E
tudi Pendidikan Ekonom|

2. Koordinator Program
4

40



DAFTAR NAMA MAHASISWA PESERTA PKL KELOMPOK

W& Nama Noreg No. Telp/HP
" 1. |Sity Nur Hidayah 1701617121 081294088280
| 2. |Chatnn Nila Mutiara 1701617122 081283511099
|
|4
[ 5 |
{ 6 | [
" 7 jl
i 8 |
Lo )
[ 10. | )
s

41

Ketua Kelompok

Siti Nur Hidayah
NOREG. 1701617121




Lampiran 2 Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL

L — |

e KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIATJENDERA L

JAKARTA 10110

A MEDAN MERDEKA BARAT NO 8 TELP 21 ) 3811308 105006 | TLX 48118 Merhun 1A
l FAX (021 ) 3522238 amar  pusdatn@dephut go
SMS contor <62 81311104y 08 hame page www deptub go
— — e ——
Nomor Lp 1y /[ n Jakarta, < Juli 2019
Kiasifikas: Segefz/)‘ (2 P Gort
Lampiran 1 (Satu)
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Universitas Neger Jakana

di
JAKARTA

T Menunjuk surat Saudara nomor 7027/UN38 12/KM/2019 tanggal
15 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Prakiek Kerja Lapangan Kelompok
bersama ini disampaikan bahwa permohonan izin praktek kera lapangan
kelompok mahasiswa terlampir dapat kami setujui dan realisasi
pelaksanaannya dimulal pada tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2019.

2 Sehubungan dengan hal tersebut diatas. biaya transportasi dan akomodasi
yang bmbul dalam pelaksanaan PKL mahasiswa dimaksud menjadi
tanggung jawab pemohon

3 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

KEPALA BIRQ KEUA

-

ARDISARW
Pembina Utama Muda (IVic)
NIP. 19640307 199003 1 002
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DAFTAR NAMA MAHASISWA PESERTA PKL KELOMPOK

No. Nama Noreg No. Telp/HP
1.} Suti Nur Hidayah 1701617121 081294088280
2. | Chatrin Nila Mutiara 1701617122 08128351109
3
4
5
6.

1
8,

9,

10,

43




Lampiran 3 Lembar Absensi PKL

4 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN ﬂNGGli@\_: LMS

ié g UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
\ o’ FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negen Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 L ]
F {"_“g Telepon (021)4721227/4706285, Fax (021) 4706285
- Laman www fe uny ac ol
F“‘;’:ﬂ" .
DAFTAR HADIR
PRAKTEK Kg:RJA LAPANGAN
Nama
No. Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik yeats
Alamat Praktik/Telp :
NO HARITANGGAL PARAF KETERANGAN
a¥

15, | Baka /21 Poustus 200 . |15 % .......
sakarta, A A 2019
Pl '
e e (.(,L NAWAN  SETH
k sesuai kebutuhan ;
mwdapn hi cap Instansi/P P 3 i

Nip ‘éwwj 400604100
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%~ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL, DAN PENDIDIKAN TINGGI U(VS
f 1 il UNIVERSITAS NEGERT JAKARTA
[ SEERea |

QP FAKULTAS EKONOMI
mnlmnwnmmuxhhhwmm-um
M,‘ Telepon (021)4721227/4706285, Fax (021) 4706285
Ftyu:“_“ Laman www fe uny ac 1d
DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SKS
Nama
No. Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik : ey Pechubungan gy
Alamat Praktik/Telp 3 Bargt M0.9
NO HARVTANGGAL KETERANGAN
1| kamis /23 Poustus 2019 | 1‘} .....
2 |29m3E /33 Aoustus 201y 2 Q‘
s | Senn (26 Rouseus 209 39»\ ......
0 |$188/21 Paustus 2019 {Z .....

8 gl e B
N Aot 9

10. 100 staass
1§ Bj| (R L 11

12. 125 e
13, Peiciiicuaicin s trmaarateaaassonanssansns ios 13
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Lampiran 4 Lembar Penilaian PKL

A\ TR/ FAKULTAS EKONOMI
= Kampus Universitas Negen: Jakara Gedung R_ Jalan Rewamangun Muka, Jakarta 13220

Y- Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
gp”;‘ Laman www fc un) ac

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRA? SARJANA (S1)
....... SKS

¢ " KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UQAS
{ A UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
[ S

P . Chat'n Vila  Mutisra

SKOR
NO ASPEK YANG DINILAI KETERANGAN
46-100
I | Kehadiran .85 |1+ Keterangan Penilaian :
Skor  Nilai Bobot
2 | Kedisiplinan 87 ..... 86-100 A 4
38 81-85 A- 3,7
3 | Sil ibadi: 76-80 B+ 33
kap dan Kepribadian [ . ©DO 7175 B 30
gs |6670 B- 27
4 |KemampusnDasar - | U9 61-65 C+ 23
&? 56-60 C 2,0
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas | ....O7.... 3155, € 1,7
46-50 D 1

6 | Kemampuan Membaca  Situasi dan 53 2. Alokasi Waktu Praktik :

e LT 2 sks : 90-120 jam kerja efektif
3sks: i 3 -
7 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan | 89 sks : 135-175 jam kerja efektif
............ o :
g | Aktivitas dan Kreativitas 86 :
=..8%4.
9 | Koomntm Waktu rosciossi Tugi. |4} | S | 4110 ity
1 g e .n.&ﬂ.... Nﬂﬁm:
86 B

352
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Lampiran 5 Sertifikat Pelaksanaan PKL

Diberikan kepada :

- CHATRIN NILA MUTIARA
~ Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

ikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga yang kami pimpin selama
n terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019
- dengan nilai SANGAT BAIK

Jakarta, 3 September 2019
. Kepala Biro Keuangan

Wrmm Kementerian Be

AL HARDISARWONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19640307 199003 1 002

47



Lampiran 6 Jadwal Kegiatan PKL

Jadwal Kegiatan PKL

Fakultas Ekonomi — UNJ Tahun Akademik 2019

No Bulan Kegiatan
1 Pendaftaran PKL
2 Kontak Dengan

Instansi Untuk

Penempatan PKL

3 Surat  Permohonan
PKL ke Instansi
Semua Program
Studi

4 Pelaksanaan

Program PKL

5 Penulisan  Laporan

PKL

6 Penyerahan Laporan
PKL

7 Koreksi Laporan
PKL

8 Penyerahan Koreksi
Laporan PKL

9 Batas Akhir
Penyerahan Laporan
PKL

10 | Penutupan Program
PKL dan
Pengumuman Nilai
PKL
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Lampiran 7 Rincian Tugas Pelaksanaan PKL

No. | Hari, Tanggal | Aktivitas Pembimbing
1 Kamis, 1 Pengenalan Pekerjaan pada Biro Keuangan | Pak
Agustus 2019 | Kementerian Perhubungan RI Gunawan
2 | Jumat, 2 e Mencetak surat dinas Ibu Lita
Agustus 2019 | ¢  Menggandakan surat masuk dan surat
keluar
3 Senin, 5 Mengecek laporan realisasi anggaran Ibu Umi
Agustus 2019 | dengan catatan laporan keuangan hubungan
darat
4 Selasa, 6 Mengecek laporan neraca dengan catatan Ibu Umi
Agustus 2019 | laporan keuangan hubungan darat
5 Rabu, 7 Mengecek laporan operasional dengan Ibu Umi
Agustus 2019 | catatan laporan keuangan hubungan darat
6 Kamis, 8 Mengecek laporan perubahan ekuitas Ibu Umi
Agustus 2019 | dengan catatan laporan keuangan hubungan
darat
7 Jumat, 9 Mengecek laporan realisasi anggaran Ibu Umi
Agustus 2019 | dengan E-Rekon hubungan darat
8 Senin, 12 Mengecek laporan neraca anggaran dengan | lbu Umi
Agustus 2019 | E-Rekon hubungan darat
9 Selasa, 13 Mengecek laporan operasional anggaran Ibu Umi
Agustus 2019 | dengan E-Rekon hubungan darat
10 | Rabu, 14 Mengecek laporan perubahan ekuitas Ibu Umi
Agustus 2019 | anggaran dengan E-Rekon hubungan darat
11 | Kamis, 15 Mengecek laporan realisasi anggaran Ibu Hanny
Agustus 2019 | dengan catatan laporan keuangan hubungan
laut
12 | Jumat, 16 Lomba 17 Agustus -
Agustus 2019
13 | Senin, 19 Mengecek laporan neraca dengan catatan Ibu Hanny
Agustus 2019 | laporan keuangan hubungan laut
14 | Selasa, 20 Mengecek laporan operasional dengan Ibu Hanny
Agustus 2019 | catatan laporan keuangan hubungan laut
15 | Rabu, 21 Mengecek laporan perubahan ekuitas Ibu Hanny
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Agustus 2019 | dengan catatan laporan keuangan hubungan
laut
16 | Kamis, 22 Praktikan melakukan perizinan karena Pak
Agustus 2019 | menjadi panitia PKKMB FE UNJ Gunawan
17 | Jumat, 23 Praktikan melakukan perizinan karena Pak
Agustus 2019 | menjadi panitia PKKMB FE UNJ Gunawan
18 | Senin, 26 e Menulis surat masuk Ibu Lita
Agustus 2019 | ¢ Menggandakan surat masuk
19 | Selasa, 27 e Mencetak surat panggilan pemeriksaan | Ibu Hanny
Agustus 2019 BPKP
¢ Menggandakan surat panggilan
pemeriksaan BPKP
20 | Rabu, 28 e Menulis surat masuk lbu Lita
Agustus 2019 | ¢  Mengantarkan surat keluar
21 | Kamis, 29 e Mencetak bahan presentasi kasubag Pak
Agustus 2019 hubungan darat Gunawan
e Mencetak bahan presentasi kasubag
hubungan darat
22 | Jumat, 30 e Mencetak surat dinas Ibu Hanny
Agustus 2019 | ¢  Menggandakan surat dinas
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Lampiran 8 Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

1
oy g

S
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Lampiran 9 Tampilan Laporan Perubahan Ekuitas (BA 022)
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Lampiran 10 Tampilan Laporan Operasional (BA 022)
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Lampiran 11 Tampilan Neraca (BA 022)
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Lampiran 12 Laporan Realisasi Anggaran (BA 022)
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Lampiran 13 Tampilan Catatan Laporan Keuangan
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Lampiran 14 Tampilan E-Rekon Laporan Keuangan

L 3 C (@ Notsene | e-rekon-ledjpbn kemenkewgoid i

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Visi

astem mformas manajemen

Calfiohe2 20T T o)

BHaxap
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Lampiran 15 Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Eselon |

LAFPORAN REALISASI ANGGARAN ESELOM |

UNTUR PERICDE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(DALAM RUFPIAH)
KEMENTERIANAEMEAGS 022 KEMENTERIAN PERHUBUNG AN ok CLRAFI
ESELON | 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT o EesEA
Prg D b rE_te_es 1_komparat-
2019 2018

ne HRAlAN ANGGARAN REALISASI | FEMGECONATAS | o ANGGARAN REALISASI e || ®

1 2 3 + 5 & T g a 1o
A [PENDAPATAN MEGARA DAH HIBAH o o
PENERIhiASH FERPAJSKAN 0 i o o i 0 of o
PENERIMAA NEG AR BLIKAN PAJAK WOMODIOO0D|  WSZBITHMI| eI AT 77 SI0OBE00.I00|  426.460.160 241 240452078 | 04
PENERIMAAH HIBAH [} o o o o 0 [} o
JURLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 20,000,000 pO0 35 282,746,503 184717 253,097 77 510855,000,000 28,460,160 241 B2484839,79 | 84
B |BELARIA o o
BELARIA P EGANA 556,943 365 D00 221,795 506,625 IR BT 40 49 AT563,000 193,506 345 256) H6,170 28374 26
BELAMIA BARANG 2153379616 p00 G07,172 966,550 1546 206 649020 25 2 255,740,075 000 504,580 297 §15) 1 /0E5eFE0 18 [ 22
BELAMIAMO DAL 1 260,745 540 p00 163 024,470,700 1 D97 FE3 659,300 12 1502 544,853,000 462,313 523 D65 1040231 369,935 | 31
B;ALﬁhélAFBMBAYARAN KEuiAJIBAN o o o o o o o o
BELAMIASUBSIDI [ [ 1} o [ o [ o
BELAMIA HIBAH [ [ 1} o [ o [ o
BELARIA BANTLIAN 505 1AL o o 1} o o 1] o o
BELARIA LM LAIN o o 1} o o 1] o o
JUMLEH BELANIACE |+ B 1) IFANEI000)  W1983344E| 2981118 eges| asorgnosmion | 1tensmiearis|  amaeranem| m
C | PEMBIAYAAN o o
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Lampiran 16 Laporan Operasional Tingkat Eselon |

LAPORAN OPERAZIONAL
TINGERTEEBO N |
UNTUE PERD DEVANZ BEPAKHRB 30 JU K| HE DAN 012

(d=tam nyplan)
Fedmlap LOES!
KEAENTERLAN .02 KEMENTERISMN FERHELUMNG S :::::1 :llnnuluznm
EZELON | .08 DIrEN PORHJRUN G D RR T rgiCala  .TIAIG 1200
P D .bplomal -
URALN a9 a3 pﬁmumum
FEG BT AN OPLFLE OMAL [ [ [
PEROAPAT AN OFER S I AL o o ]
PEMD AFAT AH FEFFAREAN o o ]
Paph. o o ]
Faph. Miim dan Emam o o o
Kire3h
P e alan Fapb, Bum dan B-anguran o o ]
Paniap sian B3 Feoishan Hab 3l x b dn Bangumn o o ]
P g alan Cubas o o ]
Pantap sl an Faph. Lynmys o o ]
Pancan alan a3 Kk o o ]
Pan i alan Baa Falus o o ]
Jumizh Pan sl an Paipyshan o o ]
PEMDAFAT AN MEG ARE, RN FASE, o o ]
Panthap ln Tumbe Dy Bm o o ]
Eagan alxm Laba o o ]
P e alan Mg Buban Pk, Lanmya oo = A 9590 958 593 W0 =2 o g O
Jumiah Fandapalan Memis Bukan Paak, 5 A 950 953 593 [0 F-r3- 1~ EL
PEMD AFAT AN HESH o o ]
Pantap lan Hibmh o o ]
Jumizh Fendapalan Himh o o ]
Jumbh Fard spaban o0 = A 959095 993 W00 =2 S S a0
BLEAM OFEFASEIMIL o o ]
Eshan Pegxem FIE TR I 'EAm 2002 DL AT L TR
Eaban P i xn LELE R nazagy T R -TAT ]
Esban B ang dan o LG nag |y T34 240, M0 283 e e nm
Rahan Famsh e xan LY oA 1T N1 |17, AT )
Eabn P plamin Dima a0, 9 o o amae = |M@A L 1y
Eaban B ang Ul uk, D Fmpoda o 1 47% A0, 000 |1, 2= Ao0 0o
Eabn Bunm o o ]
Raban Tubadi o o ]
Eabhan Himh o o o
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KFENEN M RN FMEGAPILEMEATE @22

Lampiran 17 Neraca Tingkat Eselon |

HERAL A

TINGEAT ESELON |
PERJUNIZI13 DAN 2043

DALAI RURLSH

FENEMN TEF BN FEPHURLUMNTCEN

UMIF OFG ANEAT .m DIF M PEFHUBLING AN DIR AT
rpi.Calzk D@03 9 5.3 M
by _rmizcy_sa! _kompmak! —ekon! T
JUMLEH keiakan Penn
HaMe PERKIRSAN
a3 2018 Jim Bk
1 2 3 [ E
LT
SLLT LARCAR
Kau alldrdabin Fergshanr o, Ten 21 ST i, it 0 15 56L
i albdrdbin Fersiaae & 151, T i LT e
Fhury ke Fapk [ERIEE 1T R 130 56
FLTERAELKS R F ek hET T Lim 1R 1T L, [
Fammlar =l G L 1 G Vg, B [E RTRS EYF] [FF]
Fmlar sarg Bk Dl W pa e et L
SUML ML SIETLM.CAE el L ETTETE A TG, LT VL 4 D et =T
MLCT TETAR
Tarak 1715 Ll B o™ 1T S e, vl LE
Fealiurair Huk T, F e i) T, 1, e, TETEE T RTH Lim
Ouikry wr RrgRrar = di Pl e S | U, S| ey
Jalur, W adlaar uregar TR TN o ST 1 FoRATE AR L]
t TaapLikrss 30, T, Ty 19 T| 15, TH BT, 10T i e, B ae
ke anddlDILm Ferg i TR RTEr ] AT AT T 1nk g, g, 1T 1T
ERUHULEH FERYLELTER 18 2 B, i | U, S e S B 15 150,161, 1 e T
_UML NI SIETTETAR AL, o, e o Al 1A, S e, 27T VD D i [
SLETLAIEE TS
tut T Gruhd EFE-EETE ST BT 1 ST i ] [FET]
it T Greid Dl Fangariiar o 1l m | e Sl L
ta Libe-ll FNEFN -t INERCTRER (TR
ERUHULEH PR LS TE R HOR TS S 65 T Ledhve B ST T AT LERCEEE VBT TR i
JUML ML SIETLALE S Il I e LA AIGTH, S H RA
SUWLHI SIET B e, O, B Tl 2 ol VTR B0 E
KOWA. DAk
KEWA DA SEGRNRONL O
Lury hipads FRab ks FRC-RIFITE T, T, T 1= g8, Lt e ENE]
HEab Varg B DMIR o, 1 TR e o e BT [
Larg Hikt aai kFER o, Ten 21 ST i, it 0 15 56L
_URL NI KOWS DAk _AEGES BOLLEK T e T I A T T TG G ETed
SUMLHI KCWoAIDSE W L 2 T, e | TETTS X A Pz
CRIITSS
CKUMAS
Pl FETTREEFITE TR T T WA T usT
_UML M| DRUIT 55 R, T P+ e T AT T 74 W ST AT 14T
_UML NI CHUTSS R T e B Tl AT T 74 W ST AT 14T
_UML NI KOWA. DAL LAE CRUTSS D o, D B Tl 2ol VT B0 E 12417
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Lampiran 18 Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Eselon |

LAFORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON |
UNTUK FERIODE vANEG BERAKHIR 30 JUNI 2019 AN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

Kode Lap  : Lpe.esi
KEMENTER AN NEGAR ALEMBAGA ;D22 KEMENTERIAN PERHUBLUNG AN Tanggal :?MS”Q 528 bl
ESELON | 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT Halaman -
Prg 1D clap_lpe_es1
KE b AT AR F
LIR &) AN 2019 2018 PENLIRUN AN (%]
ERUITAS ANAL 4702207 470555 | 22,535,121 401 560 1,957 095 957 995

SURPLUS/DEFISIT-LO

TRANSAK S ANTAR ENTIT A5

EENAIKANPENURUNAN EELITAS

EKUITAS AKHIR

(1269113723 356)

£i82 767 043,271
(B60 467,017,112)

23031750 A6T 442

(2396230201, 314)

4533 B4 140 420
1,957 95 087 005

24702 217 470 565

127 6477 825

DOebt PAK K IRAULATIF PERUBAHAM KEBLLAKAN AKUNTANS] 1] 1} 1}
EOREKS! YANG MENAMBAHMENGURANGI EKUITAS 27111, 236 0098) 1ansz0851,111) (03590 285 237
PENYESLLAWH MILA ASET 1] 1} 1}
FOREKS! MILAI PERS EDLAAN o 490406, 194 (490 406,194
KOREKS! ATAS REKLASIFIKASI (43 211,348 348 o (43211345 248)

SELISIH REMALLAS| ASET o (190067 1,104,356) 190 5711042356
EOREKS! MILAI ASET HON REWASLLAS] (230209 888 6507 O 559 7a0,021 (240 SS9 ATE A7)
LA N-LAIM 1] (42,9707 42070

(3,851 080 097 1449
(2,217 553 005 1027

(BED 487 2T 113
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Lampiran 19 Buku Persediaan
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Lampiran 20 Dokumentasi Dengan Pegawai Biro Keuangan
Kementerian Perhubungan RI
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Lampiran 21 Konsultasi Perbaikan Revisi Laporan Praktik Kerja

Lapangan

’

r

% KEMENTERIAN RISET, 11 KNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
. WW“ UNIVERSITAS NEGERI JAKAR]A
FAKULTAS EKONOMI
. Ka ©r s Cadey R Jeten Rewamange o Mub s Jakanta 13220
e 3 SR A IITA00ES, Fan (001 40608
wk\u,.u-o-t ) -3 .li..:...!-&
Latt™
FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN PKL
FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
a Mahasiswa ChSenn Mg 25401\& .......
S — a1 1t S
' P £ram Sud Qgﬁ~&§ mgw-OJ._ ......
langgal Ujan PKI 2. Nsscmbec ol
omns - B N S S T - y ANGAN
_ N NAMA PENGUIIPEMBI RI SARAN MASALAH SARAN PLRBAIKAN HALAMAN .—M_/“Nm—w.__\wmyz
[T R somse s va rips | Povonl o Fmpumiar b el \/
ﬁto bt y | Bor § FQ48 bidans pel3ESoneon ko' bbb 3 :
| ‘ | Yovewi e - bexg =il [
il | 2 H Lo 3 PGde e fndQt@ dany dhadop %8 3
{ ! . . P Yage w n’...u-,n.r i(!v»’n»m Lg~
= _ %
™3 I o sk 4.8 MQDTQ.-. Cover Cover
s ‘ 4_ Ferpdni  wois fude Susan Abstr3t d
t : i |
} 1
| | ~ e o
[ [
“ haik ] h Gl Pt i Paral Pembimbing o M i
i "I K1 \ | .
w | s e ———— c —
4 "l K n harus diperdidiatt an bepada Pembimbing
208 . S——— kL ctelab wnggal uian
Kart b o ban nade wakty mem i wha tancan |om Penguyr untuk penyerahan
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